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PUTUSAN
Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.PBun
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam,
pekerjaan .., pendidikan .., tempat kediaman
di .., Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi

Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam, pekerjaan ..,
pendidikan .., tempat kediaman di .., Kabupaten
Kotawaringin  Barat, Provinsi Kalimantan

Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun
pada tanggal 24 Januari 2024 dengan register perkara Nomor
84/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1996 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arut Selatan,
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Kotawaringin Barat sebagaimana tereatat dalam Akta Nikah No.
tertanggal 26 Desember 1.996.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di runi.ah
kediaman bersama di .., Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Bahwa selarna masa. perkawinan,. Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagairnana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang masing-masing bemama:
- (Anak 1) Laki-Laki, Lahir di Runtu, 19 September 1998 sudah.
berumah tangga.
- (Anak II) Laki-Laki, Lahir di Kotawaringin Barat, 17 Juli 2001 anak
dalam ikut dalam pengasuhan Tergugat.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pada bulan Agustus 2015,
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah
setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus sejak 15 Agustus 2015 sampai dengan
saat ini, yang penyebabnya antara lain
- Antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan rumah
tangga
- Tergugat sering malas tidak mau bekerja dan tidak memberikan
nafkah sehingga Penggugat harus menjadi tulang punggung untuk
memenuhi kebutuhan ramah tangga.
- Selama berumah tangga Tergugat tidak pernah
membimbing/mengajarkan agama kepada Penggugat
- Tergugat tidak bisa melindungi Penggugat dan .bertanggung
jawab terhadap keluarga dan anak-anak
5. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat
menyatakan akan menceraikan penggugat. Sehingga sejak saat itu
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan
sebagaimana layaknya suami istri dan memutuskan untuk berpisah rumah

Penggugat pergi dengan diantar tergugat.
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6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

7. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan
Tergugat tersebut di atas sudah dewasa maka Penggugat tidak menggugat
pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan
antara, Penggugat dan Tergugat tersebut diatas:

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara, Berdasarkan dalil
dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon
kepada Ketua Pengadilan Agaa Pangkalan Bun cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara. ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian metnanggil Penggugat dan Tergugat untuk
diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum;
Atau apabila Pengadilan. Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya ex. aeguo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. tertanggal 26 Desember 1996 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup
dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi
kode P;
B. Bukti Saksi.
1. Saksi I, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan ..,
bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tegah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di ..,
Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang bernama Anak | dan Anak Il;
- Bahwa saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau
bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga hanya mengandalkan
penghasilan Penggugat;
- Bahwa selain itu, perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Penggugat diketahui
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menjalin hubungan dekat dengan pria idaman lain yang bernama ..
yang kemudian mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat dari
rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5
(lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak
berhasil;
2.  Saksi ll, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan ..,
bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
menikah dengan keponakan Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di ..,
Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang bernama Anak | dan Anak Il;
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi sering menyaksikan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang
disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah
tangga hanya mengandalkan penghasilan Penggugat;
- Bahwa selain itu, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat menjadi rusak karena saksi mendengar kabar bahwa
Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi mengetahui
Penggugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan
memilih tinggal di rumah saudara Penggugat, sehingga sejak saat
itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan
tidak pernah lagi saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, saksi mengetahui
Tergugat telah menikah dan membina rumah tangga dengan wanita
lain yang biasa dipanggil ..;
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- Bahwa keluarga pihak Penggugat telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
karena sejak 15 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering malas tidak
mau bekerja dan tidak memberikan nafkah, Tergugat tidak pernah

membimbing/mengajarkan agama kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi Penggugat dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-
anak dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2017 yang mengakibatkan
Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :
uJaSi‘sJ p.ngulsaUIuLoaUIJwJul .L;@EQUIMJU»U’.E ol &F

otedlls e 3all Gle &l §ST . 282a05 3501551 Jls, £ 3V KhlsE s, Gl
sl ols, (3 &5 e

Artinya :

Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam
bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya
orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,
haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang
mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqj);

oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang bernama
Saksi | dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai
cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat
yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti
tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Tergugat, in
casu Tergugat pada tanggal 26 Desember 1996 telah menikah dengan
Penggugat, in casu Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan
dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu)
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dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Saksi | dan Saksi Il, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi
Pemohon telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat testimonium de
auditu (vide pasal 308 R.Bg) dan unus testis nullus testis (vide pasal 306 Rbg).
Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti
yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak
dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
dan telah tinggal bersama di .., Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
bernama Anak | dan Anak II;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga
tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat setidak-

tidaknya selama 5 (lima) tahun sampai sekarang;
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5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan

kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di
persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun
telah didamaikan oleh Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebag
ai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta

ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

_ } , ) ) "
8358 o8I Jazs L] 05880 oSl a8mail 02 o0 315 01 44ils Sos

093585 psalasledls 9] aa5j3
Artinya: !

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ister
i-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepad
anya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pa
da yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki
r.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan
batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat
menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam
kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

eladl olSe zodl el of amgill din ol s blges wui I3

lgallo Lagin Yl p& olall jzes lelio pu b iusll plg aso $lay

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari
pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,

maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in;

2. Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i,
halaman 100 :

o oo s Lolas ghilly Bliidl go puiiwsy azs ll sl olo
50 ol 350 Logos uablio o Eloiz] (9 a5V peSeluss SYs Yl au
030 o arzs )l a8 Vel gis ol sl g wils Lgsbsl OIS ukas el
o disi Ladall axe sz ailind L1 1 i Logio 35lg JSJ énsgr alll Js) pamg il

Jhsiwl
Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya
perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya
yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka,
dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling
membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya
perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga
membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri
hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam
hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan

kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83 :

gk azy oly oazoill sl ol > GWall el MYl sl s
Y oy mE 0o s ol dadl mas cuzs wlo Vo @l Les
(&) oL_L: |.)Jz>_9 .).;_9.:;.“ u:wu.”.; LH-?.S)-” x>l ._,J& ‘QSJU u| oon b.o.uuu}”
allasll

Artinya :

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara
yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
semangat keadilan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas,
Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto
Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto
Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup
alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1445 Hijriah oleh xxx,
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S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor :
162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh xxx, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim

XXX, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

xxx, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 635.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
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